






a. Niskala-Sakala;

b. Pakerthi Yadnya;

c. Lascarya, Dreda Bhakti;

d. Desa Mawacara, Bali Mawacara, Negara Mawatata;

e. Gilik-Saguluk, Parasparo, Salunglung Sabayantaka, Sarpana ya; dan

f. Nitya (Berkelanjutan).

3. Memahami, menghayati, menerapkan, dan melaksanakan Tata-Titi Kehidupan

Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Sad Kerthi dalam

Bali Era Baru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.

4. Menjadikan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi sebagai laku hidup masyarakat Bali

dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

berlandaskan Pancasila 1 Juni 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan

Bhinneka Tunggal Ika.

5. Desa Adat menyusun dan menetapkan Pararem tentang Tata-Titi Kehidupan

Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Sad Kerthi dalam

Bali Era Baru sesuai Dresta di Wewidangan Desa Adat.

6. Mensosialisasikan dan menyebarluaskan Tata-Titi Kehidupan Masyarakat Bali

Berdasarkan N ilai-N ilai Kearifan Lokal Sad Kerthi dalam Bali Era Baru kepada

Masyarakat/ Krama Bali.

7. Masyarakat yang beragama Islam, Katolik, Kristen, Budha, dan Konghucu dapat

melaksanakan sesuai agama dan keyakinan masing-masing.

Edaran ini mulai berlaku sejak hari Selasa (Anggara Kliwon, Tambir), 4 Januari 2022.

Demikian Edaran ini untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan tertib, 

disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab. 

Tembusan disampaikan kepada Yth: 
1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta;
4. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
6. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI di Jakarta;
7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
8. Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta;
9. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
11. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
12. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;
13. Ketua DPRD Kota/Kabupaten se-Bali; dan
14. Arsip.


